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ABSTRAK 

 

DENI SANJAYA (1518084) 2022. PENGAWASAN BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI 

DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG  

DOSEN PEMBIMBING : SYARIFA KHASNA, M.Si 

 

Penelitian ini merupakan upaya untuk meneliti kondisi yang terjadi dalam 

sistem pemerintahan desa di Desa Pretek karena masih banyaknya dugaan 

pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa, 

sehingga hal tersebut menimbulkan dampak yang negatif terhadap pembangunan 

desa di Desa Pretek. Penelitian ini menganalisis pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa dan menganalisis implikasi 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa.  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan 

adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi 

dan wawancara, sedangkan data sekunder meliputi dokumen-dokumen pemerintahan dan 

peraturan perundang-undangan terkait. Dengan mengambil subjek penelitian Badan 

Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam melaksanakan fungsinya. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, Interview 

(wawancara), dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis 

dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang 

ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama; Badan Permusyawaratan 

Desa dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di 

Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum berjalan dengan 

maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence 

M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu tiga komponen atau fungsi, 

seperti komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum 

di mana jika melihat hasil penelitian ketiga komponen tersebut belum berjalan 

dengan baik. Kedua; Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di 

Desa Pretek dalam penggunaan Dana Desa berdampak terhadap pembangunan 

desa seperti terhentinya akses masyarakat Desa Pretek sementara waktu sebagai 

akibat mangkraknya proyek pembangunan desa, tidak adanya kemajuan-kemajuan 

di desa dalam aspek lain, serta rendahnya kualitas bangunan di desa. 

 

Kata Kunci : Sistem Hukum, Badan Permusyawaratan Desa dan Implikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.1 Struktur 

kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, 

khususnnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan 

pemerintahan yang baik terhadap perkembangan dan perubahan yang akan 

terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan 

tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung 

dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 

 Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan desa yang menjadi mitra pemerintah desa dalam 

mengakomodasi aspirasi masyarakat.  Untuk itu diharapkan kinerja BPD 

yang optimal dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan desa. BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa 

tersebut harus berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan 

perempuan, rekruitmen BPD sendiri dilakukan secara demokratis melalui 

                                                           
1 Widjaya, Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), h.3 
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proses pemilihan secara langsung atau musyawarah sebagai wakil dari 

masyarakat itu sendiri. BPD berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, 

membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintah desa.2 

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja 

Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki 

kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.3 BPD merupakan 

perwujudan demokrasi di desa, demokrasi yang dimaksud adalah BPD 

memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta 

pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut 

dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa.4 

Dana Desa merupakan bentuk dorongan yang diberikan oleh 

pemerintah dan sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat desa, bantuan tersebut digunakan untuk 

menunjang fasilitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan dan 

potensi desa. Anggaran pemerintah yang dialokasikan ke desa pada 

                                                           
2 Mawardi De La Cruz, “Implementati Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa”, 

Jurnal Hukum Justitia Vol. VI No. 1, 2018. 496 
3 Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pengawasan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IV, No. 3, 

Agustus 2017. 610 
4 Dian Haryani, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaaungan Kabupaten 

Serdang Bedagai”. Jurnal Perspektif, Vol. VIII, No. 1, 2015. 427 
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dasarnya digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa harus digunakan dan disalurkan 

sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku yang 

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat menggunakan Dana Desa 

tersebut diperlukan BPD sebagai pengawasan, agar Dana Desa tersebut 

dapat digunakan dengan jelas untuk pembangunan tingkat desa yang 

dilakukan oleh Kepala Desa.5 

Fungsi pengawasan dalam penggunaan Dana Desa yang dimiliki 

oleh BPD diarahkan kepada upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Fungsi 

pengawasan, selain menjadi tugas dan wewenang BPD, pada hakikatnya 

pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa memang sudah seharusnya ada 

dan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang, karena semakin 

marak kasus penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh 

Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa di dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang semakin mengkhawatirkan sebagai sebab akibat 

dari fungsi pengawasan yang kurang berjalan.6  

Seperti yang terjadi di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang sering terjadi kasus mangkraknya proyek pembangunan 

                                                           
5 I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya dkk, “Efektivitas 

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Blahkiuh 

Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. II, No. 2, Agustus 

2021. 391 
6 Kurnia Ramadhan, ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Korupsi, Dana Desa 

Perlu Diawasi Ketat  

(Kompas.com:https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/2

2/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi, 

diakses 17 Mei 2022, Pukul 14:34 Wib. 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi
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desa.7 Di dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

(LKPPD) Desa Pretek disebutkan bahwa salah satu keberhasilan yang 

dicapai yaitu salah satunya dalam bidang pembangunan desa. Namun fakta 

yang terjadi di lapangan dalam bidang pembangunan desa sering terjadi 

masalah dalam proses pembuatannya karena diduga terjadi penyelewengan 

penggunaan Dana Desa. Bahkan kasus penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek sejak Tahun 2018-2021 sekarang sudah sampai dalam proses 

penyidikan oleh Kejaksaan.8 Seperti mangkraknya proyek pembangunan 

desa yang diduga sebagai akibat penyelewengan penggunaan Dana Desa, 

tidak terbukanya Pemerintahan Desa dalam pelaporaan penggunaan Dana 

Desa, dan ketidak aktifan BPD dalam pengawasan penggunaan Dana Desa 

maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Pretek, 

Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. 

Berdasarkan dengan apa yang tertulis di atas, Penulis tertarik untuk 

menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul “PENGAWASAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN 

DANA DESA DI DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN 

KABUPATEN BATANG” 

 

 

 

                                                           
7 Hamzah, Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022, Pukul 18:20 WIB 
8 Sair, Wawancara Pribadi, Pretek, 21 Mei 2022. Pukul 18:44 WIB. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah :  

1. Bagaimana pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang? 

2. Bagaimana implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa? 

C. TUJUAN 

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang. 

2. Untuk menganalisis implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan 

Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa. 

D. MANFAAT 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 
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1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya 

dalam Hukum Tatanegara mengenai pelaksanaan pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana Desa. 

2. Secara Praktis  

a. Sebagai pengembangan wawasan dan pengetahuan hukum 

khususnya mengenai Kelembagaan Desa. 

b. Sebagai masukan kepada pemerintahan desa khususnya Badan 

Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. 

c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi 

kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa 

di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. 

E. KERANGKA TEORITIK 

1. Teori Sistem Hukum 

Pada dasarnya, pengertian sistem hukum tidak secara sederhana 

dengan hanya menggabungkan pengertian sistem dan pengertian 

hukum karena pengertian sistem hukum mengandung pengertian yang 

spesifik dalam ilmu hukum. Dalam lingkup hukum, untuk memahami 

sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman 

dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam 

tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen 

substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut 
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dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung.9 

Adapun sistem hukum menurut Lawrance M. Friedman sebagai 

berikut:10 

a. Struktur hukum (legal structure); merupakan institusionalisasi ke 

dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan mulai 

dari tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi, termasuk 

jumlah hakim serta integrated justice system. Hukum mempunyai 

unsur pertama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan 

kelembagaan, dan kinerja lembaga. 

b. Substansi hukum; dimaksudkan sebagai aturan, norma, dan pola 

perilaku manusia yang berada dalam sistem itu, substansi hukum 

ini tidak hanya berupa persoalan hukum yang tertulis (law books), 

tetapi termasuk di dalamnya adalah hukum yang berlaku dan 

hidup di dalam masyarakat (living law).  

c. Budaya hukum (legal culture); sebagai sikap dan nilai yang 

berhubungan dengan hukum bersama, dan secara bersama-sama 

dengan sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan 

lembaganya, baik secara positif maupun secara negatif. 

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perubahan nama 

dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini 

didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang 

                                                           
9 Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 2. 
10 Herman dan Manan Sailan, Pengantar Hukum Indonesia, (Makassar: Badan Penerbit 

UNM, 2012). 6 



8 

 

 

berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah 

berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. 

Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik.11 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya akan disebut BPD 

adalah suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat 

disebut sebagai parlemennya desa.12 Berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang 

Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa : 

“Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau 

yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis”.13 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah bagian dari 

Pemerintah Desa melainkan badan legislatif Desa yang bekerja sendiri 

atau mandiri. BPD juga berkedudukan sejajar dan menjadi mitra 

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. BPD 

dalam kelembagaannya terdiri atas pimpinan dan bidang. BPD terdiri 

atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) 

                                                           
11 Abdul Haris, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa” 

Jurnal Perspektif Vol. VIII No. 1, 2015. 
12 Raudi, Teguh Kurniawan dkk, Buku Kerja BPD: Tugas dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa, (t.tp : Mitra Desa, 2021), 5 
13 Pasal 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 
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orang sekretaris. Sementara, bidang terdiri atas: “Bidang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; 

dan Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa”.14 

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sendiri secara 

sah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 

sehingga kekuasaan BPD dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya merupakan kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan 

yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 

menjelaskan bahwa, tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah 

sebagai berikut :  

a. Menggali aspirasi masyarakat; 

b. Menampung aspirasi masyarakat; 

c. Mengelola aspirasi masyarakat; 

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat; 

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD; 

f. Menyelenggarakan musyawarah Desa; 

g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 

h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk 

pemilihan Kepala desa antarwaktu; 

i. Membahas dan menyepekati rancanagan Peraturan 

desa bersama Kepala Desa; 

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 

k. Melakukan evaluasi laporan keterangan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan 

Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan  

                                                           
14 Pasal 27, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 
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m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang – undangan. 

Berdasarkan Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, BPD mempunyai fungsi: 

“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama 

Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 

Desa; dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa”.15 

Dengan demikian dapat diketahui tugas dan fungsi BPD dalam 

penyelenggarakan pemerintahan desa yaitu menciptakan suatu 

pemerintahan desa yang baik dan optimal berdasarkan dengan 

undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada. Secara umum 

pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintahan desa akan mampu 

memberikan dampak positif bagi pemerintahan itu sendiri.16 

F. PENELITIAN YANG RELEVAN 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan literasi 

atau bahan bacaan terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 

bahan perbandingan. Adapun penelitian yang relevan dengan tema penulis 

antara lain: 

Jurnal karya Dendy Syaiful akbar, yang Berjudul Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi 

Dana Desa (ADD). Hasil penelitian ini adalah bahwa Peran BPD dalam 

tahap perencanaan ADD di desa-desa wilayah Kecamatan Sadananya 

                                                           
15 Pasal 31, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan 

Permusyawaratan Desa 
16 Raudi, Teguh Kurniawan dkk, Buku Kerja BPD : Tugas dan Fungsi Badan 

Permusyawaratan Desa, (t.tp: Mitra Desa, 2021), 5. 
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adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan 

peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pengambilan keputusan 

BPD dituangkan dalam bentuk Perdes yang sebelumnya telah disepekati 

bersama dengan Pemerintah Desa. Pada tahap pelaksanaan ADD, BPD 

berperan sebagai pengawas kegiatan serta berdialog dalam rapat evaluasi 3 

bulanan untuk menyampaikan saran dan kritik yang berasal dari 

masyarakat.17 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian terdahulu berfokus pada penyampaikan aspirasi masyarakat 

dalam Musrenbangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan yang 

dituangkan dalam Peraturan Desa, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan berfokus pada pengawasan yang dilakukan BPD dalam 

penggunaan Dana Desa. 

Jurnal karya Ade Kristian Pratama, Badaruddin dan Abdul Kadir 

yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan 

Dana Desa. Hasil penelitian ini bahwa peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam pengawasan Dana Desa dengan 

melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan 

dana desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang 

merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa Kuta Pinang juga 

belum ada sehingga peran pengawasan menjadi belum optimal. Selain 

aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang 

                                                           
17 Dendy Syaiful Akbar, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)”, Jurnal Ilmiah Edukasi Vol. V No.2 

November 2017, 109-120. 
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dihadapi oleh BPD Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu 

kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa, BPD kurang 

memahami peraturan penggunaan dana desa, sumber daya BPD masih 

kurang memadai dan dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga 

berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal.18 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian 

terdahulu berfokus pada 1 (satu) Tahun Anggaran Dana Desa saja yaitu 

Tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

Tahun Anggaran sejak dibentuknya BPD kepengurusan yang sekarang 

yaitu dari Tahun 2018-2021. 

Skripsi karya Nasrul Haq, yang berjudul Pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian 

ini adalah fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap 

Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan 

tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum 

optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam 

menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia 

yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai 

kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelola dengan baik 

                                                           
18 Ade Kristian Pratama, Badaruddin dan Abdul Kadir, “Peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam Pengawasan Dana Desa”, Jurnal Perspektif, Vol. X, No.2, Mei 2021. 371-382 
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sebagai sebuah lembaga.19 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada pengawasan 1 (satu) 

Tahun Anggaran Dana Desa saja yaitu Tahun 2018, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan berfokus pada pengawasan penggunaan Dana Desa 

dengan Tahun Anggaran sejak dibentuknya BPD kepengurusan yang 

sekarang yaitu dari Tahun 2018-2021. 

Skripsi karya Latipah yang berjudul Efektivitas Pengelolaan dan 

Pengawasan Dana Desa (Studi terhadap Dana Desa di Desa Babakan 

Dayeuh, Cileungsi, Bogor). Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan 

dan pengawasan Dana Desa di Desa Babakan Dayeuh belum dijalankan 

sesuai aturan yang berlaku, dikarenakan Pemerintahan Desa sering 

mengabaikan aturan yang menjadi rujukan dalam pengelolaan Dana Desa 

seperti Peraturan Menteri Desa tertinggal, pembangunan dan transmigrasi 

yang berupa aturan terkait prioritas Dana Desa.20 Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada 

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. 

Dari beberapa penelitian di atas, memiliki persamaan dan 

perbedaan pembahasan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. 

Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan Dana 

                                                           
19 Nasrul Haq, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa 

Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. 
20 Latipah, “Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa (Studi terhadap Dana 

Desa di Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor)” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. 



14 

 

 

Desa . Adapun perbedaannya adalah, penulis akan melakukan 

pembahasan yang berfokus kepada pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan 

Pecalungan Kabupaten Batang. Penulis ingin menganalisis pelaksanaan 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek 

Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. 

G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian ini 

adalan metode penelitian yuridis-empiris, atau disebut dengan 

penelitian lapangan. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-

angka.21 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis, yaitu : 

a. Sumber Data Primer 

                                                           
21 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 

h.11 
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Sumber data primer yaitu sumber data yang merupakan 

perilaku hukum dari warga masyarakat.22 Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang 

berkaitan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa 

dalam penggunaan Dana Desa.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari 

hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap 

berbagai literatur atau bahan Pustaka yang berkaitan dengan 

masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai 

bahan hukum.23 Data sekunder dalam hal ini bersifat 

pelengkap yang berfungsi guna menguatkan data primer24, 

yang diperoleh dari buku, karya ilmiah dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan fungsi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa. 

3. Teknis Pengumpulan Data 

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 jenis, yaitu: 

a. Observasi 

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang terjadi dalam 

proyek pembangunan desa mengenai pengawasan Badan 

                                                           
22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 156. 
23 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris… 

h. 156 
24 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72. 
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Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan implikasi 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan 

Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten 

Batang terhadap pembangunan desa. 

b. Interview (Wawancara) 

Wawancara yaitu teknis untuk memperoleh data dengan 

bertanya langsung secara lisan antara dua orang atau tatap muka 

secara langsung dengan pihak yang terkait pada permasalahan 

yang diangkat, sehingga dapat disusun dalam suatu penelitian. 

Wawancara digunakan untuk mengetahui lebih dalam hal-hal dari 

responden dan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

menemukan permasalahan yang akan diangkat.25 Wawancara 

dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan 

menggunakan pedoman wawancara kemudian peneliti mencatat 

dan merekam hasil wawancara dengan informan. Adapun pihak-

pihak yang akan diwawancarai yaitu BPD, Pemerintah Desa, 

Tokoh Masyarakat di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang. 

c. Dokumentasi 

Teknis pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini 

berupa pengumpulan data melalui dokumen yang berkaitan 

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 231. 
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dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengguanan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang dan implikasi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap 

pembangunan desa. 

4. Teknis Analisis data 

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dimana data yang 

terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis 

secara mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan lainnya dalam penelitian.26 Analisis 

kualitatif meliputi reduction (reduksi data), data display (penyajian 

data) dan verification (kesimpulan).27 

a) Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan melalui 

seleksi dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.28 Peneliti menyeleksi beberapa data guna mengutamakan 

hal yang lebih khusus sehingga dapat memudahkan peneliti dalam 

menarik kesimpulan. Data yang terkumpul nantinya akan dipilih 

data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini yaitu berupa 

                                                           
26 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

100. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 246. 
28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…, 248. 



18 

 

 

data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang. Penulis ingin menganalisis pelaksanaan 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan 

Dana Desa serta implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan 

Pecalungan Kabupaten Batang terhadap pembangunan desa. 

b) Display Data (Penyajian Data) 

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan dan 

menyusun data secara sistematis mengenai pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Penulis ingin 

menganalisis pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan 

Desa dalam penggunaan Dana Desa dan implikasi pengawasan 

Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di 

Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap 

pembangunan desa 

c) Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari hasil 

reduksi data dalam menerapkan pokok-pokok rumusan masalah. 

Dari hasil analisis yang dicapai, disusun dan dibandingkan dengan 

data lain agar dapat memberikan kesimpulan dari rumusan 
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masalah yang ada.29 Disini peneliti menganalisis data dan 

disesuaikan, kemudian disimpulkan menjadi hasil penelitian 

terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan 

Kabupaten Batang dan implikasi pengawasan Badan 

Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa 

Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap 

pembangunan desa. 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab ada keterkaitannya antara bab satu dengan bab yang lain. 

Adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan 

diuraikan dalam sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini secara umum, berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 

penulisan.  

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi landasan teori yang 

terdiri dari teori sistem hukum, Badan Permusyawaratan Desa, dan teori 

Dana Desa 

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran 

umum Desa Pretek, struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa 

                                                           
29 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32. 
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(BPD), serta praktik pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penggunaan Dana Desa di Desa Pretek. 

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini berisi analisis hasil 

praktik pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dan implikasi 

pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa 

di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap 

pembangunan desa 

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana 

Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum 

berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator 

sistem hukum yaitu tiga komponen atau fungsi, seperti komponen 

struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum di mana 

jika melihat hasil penelitian ketiga komponen tersebut belum berjalan 

dengan baik. 

2. Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek 

dalam penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa belum 

berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga hal tersebut berdampak 

seperti terhentinya akses masyarakat Desa Pretek sementara waktu 

sebagai akibat mangkraknya proyek pembangunan desa, tidak adanya 

kemajuan-kemajuan di desa dalam aspek lain seperti aspek 

pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, serta rendahnya 

kualitas bangunan di desa, karena apa yang dilaksanakan tidak sesuai 

dengan apa yang dianggarkan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas 

maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek ke depan harus 

mengadakan pelatihan ataupun Study Banding mengenai pelaksanaan 

fungsi pengawasan BPDdalam penggunaan Dana Desa. Supaya 

nantinya tercipta sumber daya manusia yang kompeten dan sikap 

profesionalisme yang tinggi anggota BPD terhadap tugas dan 

fungsinya. 

2. Untuk Pemerintah Desa Pretek melihat kurangnya pemahaman 

masyarakat di Desa Pretek terhadap Badan Permusyawaratan Desa, 

maka ke depan supaya diadakan adanya kegiatan sosialisasi fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa dari pemerintah Desa maupun dari 

anggota Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini diharapkan agar 

masyarakat dapat mengenal dan memahami fungsi dari Badan 

Permusyawaratan Desa itu sendiri. Adapun dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa supaya Pemerintah Desa Pretek 

selalu berprinsip demokratis, responsive, transparansi, akuntabilitas 

dan obyektif. 

3. Untuk masyarakat Desa Pretek demi terselenggaranya kehidupan 

masyarakat yang sejahtera, ke depan masyarakat perlu aktif ikut 

mengawasi dan melaporkan segala kegiatan yang terjadi di lapangan 

dalam proses pembangunan desa kepada BPD atau pemerintah terkait 
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